PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 72 TAHUN 2006
TENTANG
TI' M KOORDI NASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKI T TENAGA LI STRI K

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :
a.

Mengi
1.

bahwa tenaga |istrik nmerupakan salah satu kebutuhan dasar
penduduk sekal i gus nerupakan unsur pendukung kegi atan ekonomi
sehingga perlu diupayakan agar senantiasa tersedia tenaga
listrik dalam jum ah yang cukup nerata dengan nutu pel ayanan
yang bai k;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a dan untuk nenpercepat penenuhan kebutuhan penbangki t
tenaga listrik sanpai dengan tahun 2009, perlu nenetapkan
Peraturan Presiden tentang Tim Koordi nasi Per cepat an
Penbangunan Penbangkit Tenaga Listrik;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- undang Nonor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonor 74,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3317);
Peraturan Penerintah Nonor 10 Tahun 1989 tentang Penyedi aan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1989 Nonor 24, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i kl ndonesia Nonmor 3395) sebagai mana telah dua kal
di ubah terakhir dengan Peraturan Penerintah Nonor 26 Tahun
2006 (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nonor 56,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4628);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TI M KOORDI NASI PERCEPATAN PENMBANGUNAN
PEMBANGKI T TENAGA LI STRI K

(1)

(2)

Pasal 1

Menbent uk Tim Koordi nasi Percepatan Penbangunan Penbangki t
Tenaga Listrik yang sel anjutnya dal am Peraturan Presiden ini
di sebut Ti m Koor di nasi .

Susunan keanggot aan Ti m Koor di nasi adal ah :

a. Ket ua - Menteri Koordi nat or Bi dang Per ekonom an;
b. Anggot a ; 1. Ment eri Keuangan
2. Ment er i Ener gi dan Sunber Daya
M neral ;

3. Menteri Negara Badan Usaha Mlik
Negar a;



4, Ment er i Negar a Per encanaan

Penbangunan Nasi onal / Kepal a
BAPPENAS;
C. Pel aksana Hari an :
1. Ket ua : Dr. Ir. Yogo Pratono;
2. Sekretaris ; lr. Sapto Triono Wdi ast ot o;
3. Anggot a ; a. D rektur Jenderal Listrik
dan Penanfaatan Energi
Depart enen Ener gi dan
Sunber Daya M neral;
b. Deput i Usaha
Per t anbangan, Listrik
| ndustri Strategis,
Ener gi dan
Tel ekomuni kasi ,
Kenenteri an Negara Badan
Usaha M 1ik Negara;
Pasal 2
Ti m Koor di nasi menpunyai tugas :
a. menganbi | | angkah-1 angkah yang diperlukan bagi penyel esai an
masal ah yang berkaitan dengan pendanaan, pengadaan tanah,
penbebasan dan konpensasi jalur transmsi, peri zi nan,

per paj akan, kepabeanan, dan percepatan persetujuan Analisa
Mengenai Danpak  Li ngkungan  ( AVDAL) untuk  penbangunan
penbangkit tenaga Ilistrik PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) dalam rangka diversifikasi energi untuk penbangkit
tenaga listrik yang nmenggunakan bat ubar a;

b. menganbi | | angkah-1 angkah yang diperl ukan bagi penyel esai an
masal ah perizinan, proses penbelian tenaga listrik dari
penbangkit tenaga |istrik swasta,;

C. menganbi | | angkah-| angkah kebi j akan bagi tersedi anya bat ubara
unt uk penbangunan penbangkit tenaga |istrik; dan

d. menganbi | | angkah-1 angkah kebijakan untuk penyesuai an jadwal

operasi proyek.
Pasal 3

Untuk nmenbantu kel ancaran tugasnya, Ketua Tim Koordi nasi dapat
menbent uk Kel onpok Kerja dan Sekretari at.

Pasal 4
Biaya yang diperlukan wuntuk Tim Koordinasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departenen Energi dan
Sunber Daya Mneral dan Kenenterian Negara Badan Usaha Mik
Negar a.

Pasal 5

Masa kerja Ti m Koordinasi terhitung nulai ditetapkan Peraturan
Presiden ini sanpai dengan tanggal 31 Desenber 2009.



Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO



